
BUPATI KARA"JANG
PROVINSI UAWA BARAT

PERATurRAnl BUPATI IICARAWAnlG
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PBN-ABARAN PERUBAIIAN AI\rGGARAN PEN DAPATAN DAN BELAN.A DAERAII
TAHU" AINGGARAIN 2019

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI    KARAIIVANG

Menimbang      :  bahwa   untuk   melaksanakan   ketentuan   Pasal   7   Peraturan   Daerah
Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja  Daerah  Tahun  Anggaral  2019,  perlu  menetapkan  Peraturan
Bupati  tentang  Penjabaran  Perubahan  Anggaran  dan  Belanja  Daerah
Tahun Anggaran 2019 sebagai la idasan operasional pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2019.

Mengingat         :  1.      Undang-Undang   Nomor   14   Tahun   1950   tentang   Pembentukan
Daerah-daerah   Kabupaten   dalam   Lingkungan   Propinsi   Djawa
Barat   (Berita   Negara  Tahun   1950),   sebagaimana   telah   diubah
dengan     Undang-Undang     Nomor     4     Tahun      1968     tentang
Pembentukan   Kabupaten   lJurwakarta   dan   Kabupaten   Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor  14 Tahun  1950 tentang
Pembentukan    Daerah-daerah    Kabupaten    dalam    Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lemb€iran Negara Republik Indonesia Tahun
1968  Nomor  31,  Tambahan  Lembaran  negara  Republik Indonesia
Nomor 2851);

2.      Undang-Undang  Nomor  28  `I`ahun  1999  tentang  Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran   Negara   RepubliL:   Indonesia  Tahun   1999   Nomor   75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.      Undang-Undang  Nomor  31   Tahun   1999  tentang  Pemberantasan
Tindak   Pidana   Korupsi   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun   1999   Nomor  78,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 3854) seba{;aimana telah diubah dengan Undang-
Undang  Nomor  20  Tahun  2{)01  tentang  Perubahan Atas  Undang-
Undnag  Nomor  31   Tahun   1999  tentang  Pemberantasan  Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor    134,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 4 1 50) ;



4.      Undang-Undang Nomor  17 Tahun  2003  tentang Keuangan Negara
(Lembaran   Negara   Republih.   Indonesia  Tahun   2003   Nomor   47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.      Undang-Undang  Nomor   I   Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan
Negara  (Lembaran  Negara  R43publik Indonesia Tahun  2004  Nomor
5, Tambahan Lembaran Neg€.ra Republik Indonesia Nomor 4355);

6.      Undang-Undang   Nomor   15   Tahun   2004   tentang   Pemeriksaan
Pengelolaan   dan   Tanggungjawab   Keuangan   Negara   (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2004   Nomor  66,   Tambahan
Lembaran Negara Republik ljidonesia Nomor 4400);

7.      Undang-Undang     Nomor     :,25     Tahun     2004     tentang     Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  104,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4cl21);

8.      Undang-Undang   Nomor   33   Tahun   2004   tentang   Perimbangan
Keuangan   antara   Pemerint€ih   Pusat  dan   Pemerintahan   Daerah
(Lembaran  Negara  Republik   Indonesia  Tahun  2004  Nomor   126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.      Undang-Undang Nomor 281`ahun 2009 tentang pajak Daerah dan
Retribusi   Daerah   (Lembarai   Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2009  Nomor  130, Tambahar]i  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

10.   Undang-Undang  Nomor  6  l`ahun  2014  tentang  Desa  (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014   Nomor   7,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Iiidonesia Nomor 5495);

11.   Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang   Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2014  Nomor
244, Tambahan Lembaran N=gara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah bt!berapa kali  terakhir  dengan Undang-
Undang   Nomor  9   Tahun   2015   tentang   Perubahan   Kedua  Atas
Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang   Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2015  Nomor
58, Tambahan Lembaran Net;ara Republik Indonesia Nomor 5679);

12.   Undang-Undang   Nomor   30   Tahun   2014   tentang   Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran  N€gara  Republik  Indonesia Tahun  2014
Nomor   292,   Tambahan   L€mbaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 5601 );

13.   Peraturan Pemerintah Nomo]i.109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan   Kepala  Daerah  can  Wakil  Kepala  Daerah   (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2000   Nomor  210,  Tambahan
Lembaran Negara Republik liidonesia Nomor 4028);

14.   Peraturan  Pemerintah Nomor 23 Tahun  2005  tentang Pengelolaan
Keuangan   Badan   Layanan   Umum   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun  2005  Nomor  48,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik    Indonesia    Nomor    4502)    sebagaimana   telah    diubah
dengan   Peraturan   Pemerinlah   Nomor   74   Tahun   2012   tentang
Perubahan  Atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor  23  Tahun   2005
tentang  Pengelolaan  Keuanga.n  Badan  Layanan  Umum  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012   Nomor   171,  Tambahan
Lembaran Negara Republik I]idonesia Nomor 5340);



15.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   55   Tahun   2005   tentang   Dana
Perimbangan  (Lembaran  Ne{5ara  Republik  Indonesia  Tahun  2005
Nomor    137,   Tambahan   Leimbaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 4575);

16.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   56   Tahun   2005   tentang   Sistem
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2005  Nomor   138,  T€imbahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia    Nomor    4576)    t5ebagaimana    telah    diubah    dengan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2010  tentang  Perubahan
Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor 56 Tahun  2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2010  Nomor   Ilo,  Timbahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5155);

17.   Peraturan   Pemerintah   Nomt)r  8  Tahun  2006  tentang  Pelaporan
Keuangan  dan  Kinerja  lnstansi  Pemerintah     (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun  2006  Nomor  25,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18.   Peraturan  Pemerintah  Nomor 39 Tahun  2007  tentang Pengelolaan
Uang   Negara/Daerah       (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun   2007   Nomor  83,   T€'.mbahan   Lembaran   Negara  Republik
Indonesia Nomor 4738);

19.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2009   tentang   Bantuan
Keuangan    Kepada   Partai    Politik    (Lembaran    Negara   Republik
Indonesia Tahun  2009  Nom\)r  18,  Tambahan  Lembaharan  Negara
Republik    Indonesia    Nomor    4972)    sebagaimana    telah    diubah
beberapa  kali   terakhir  dengan   Peraturan   Pemerintah  Nomor   I
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor  5  Tahun  2009  tentang  Bantuan  Keuangan  Kepada  Partai
Politik  (Lembaran  Negara  Rcpublik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor
1, Tambahan Lembaran Neg€ira Republik Indonesia Nomor 6177);

20.   Peraturan  Pemerintah  Nom(tr  69  Tahun  2010  tentang  Tata  Cara
Pemberian  dan  Pemanfaatan  Insentif  Pemungutan  Pajak  Daera.h
dan Retribusi Daerah (Lemb€Lran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor  119, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

21.   Peraturan   Pemerintah   Nomi)r  71   Tahun   2010   tentang   Standar
Akuntansi   Pemerintahan   (L,embaran   Negara   Republik  Indonesia
Tahun  2010  Nomor   123,  Timbahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5165);

22.   Peraturan Pemerintah Nomoi. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2012   Nomor   5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

23.   Peraturan  Pemerintah  Nomor 27 Tahun  2014  tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2014   Nomor  92,  Tambahan   Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5533);

24.   Peraturan  Pemerintah  Nomcir  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 6 Tahun  2014  tentang Desa
(Lembaran   Negara  Republik   Indonesia  Tahun   2014   Nomor   123
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);



25.   Peraturan  Pemerintah  Nomar  55  Tahun  2016  tentang  Ketentuan
Umum   dan   Tata   Cara   Pemungutan   Pajak   Daerah   (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  244,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Iiidonesia Nomor 5950);

26.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    18    Tahun    2017    tentang    Hak
Keuangan    dan    Administratif   Pimpinan    dan    Anggota    Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  (L,embaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2017  Nomor   106,  Tfimbahan  LEmbaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6057);

27.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   2   Tahun   2018   tentang   Standar
Pelayanan  Minimal  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2018  Nomor  2,  Tambahan  I.embaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6178) ;

28.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2018  tentang  Pembinaan
dan      Pengawasan      Penye]enggaraan      Pemerintahan      Daerah
(Lembaran   Negara   Republih:   Indonesia  Tahun   2018   Nomor   73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)

29.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    18    Tahun    2018    tentang    Hak
Keuangan    dan    Administratif   Pimpinan    dan    Anggota    Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2018  Nomor   106,  Tiimbahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6057);

30.   Peraturan     Pemerintah     Nomor       33       Tahun     2018    Tentang
Pelaksanaan   Tugas    dan   wewenang   Gubernur    sebagai   Wakil
Pemerintah  Pusat  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2018 Nomor  109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6224);

31.   Peraturan  Pemerintah  Nom(ir  56  Tahun  2018  tentang  Pinjaman
Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2018  Nomor
248,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
6279);

32.   Peraturan Pemerintah Nomo].13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pe merintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun  2019  Nomor  52,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Ni)mor 6323);

33.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2019  tentang  Kecamatan
(Lembaran    Negara    Republlk    Indonesia    Tahun    2019    Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

34.   Peraturan   Presiden   Nomor   16  Tahun   2019   tentang   Pengadaan
Barang/Jasa  Pemerintah   (Lembaran   Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2019 Nomor 33);

35.   Peraturan  Menteri  Dalam  N3geri  Nomor   13  Tahun  2006  tentang
Pedoman    Pengelolaan    Keuangan    Daerah    sebagaimana    telah
beberapakali   diubah   dengan   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri
Nomor  21  Tahun  2011  tent€.ng  Perubahan  Kedua Atas  Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri  Nom(ir   13  Tahun  2006  tentang  Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daera h;



36.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32  Tahun  2011  tentang
Pedoman  Pemberian  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  yang  bersumber
dari  Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   (Berita   Negara
Republik  Indonesia  Tahun  '2011   Nomor  450)   sebagaimana  telah
diubah  beberapa  kali,  terakhir  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri  Nomor  123  Tahun  2()18  tentang  Perubahan  Keempat  alas
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32  Tahun  2011  tentang
Pedoman  Pemberian  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  yang  bersumber
dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah      (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2()19 Nomor  15);

37.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52  Tahun  2012  tentang
Pedoman  Pengelolaan  lnvestasi  Pemerintah  Daerah  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2() 12 Nomor 754);

38.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  2013  tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor  1425);

39.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2014  tentang
Pedoman Tata Cara PerhiturLgan,  Penganggaran Dalam APBD,  dan
Tertib     Administrasi     Pens;ajuan,      Penyaluran     dan     Laporan
Pertanggungjawaban Penggu naan Bantuan Keuangan Partai Politik
(Berita   Negara   Republik   I]idonesia   Tahun   2014   Nomor    1744)
sebagaimana telah diubah dqmgan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  77 Tahun  2014  tentang Pedoman Tata  Cara
Penghitungan,      Penganggaj.an      Dalam      APBD,      dan      Tertib
Administrasi         Pe ngaj uan ,         Penyaluran         dan         Lap oran
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor  198);

40.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang
Pedoman Pengelolaan Baran{3 Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

41.   Peraturan  Menteri  Dalam  N3geri  Nomor  62  Tahun  2017  Tentang
Pengelompokan Kemampuan  Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan
dan     Pertanggungjawaban     Dana    Operasional    (Berita    Negara
Republik Indonesia Tahun 2() 17 Nomor  1067);

42.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  38  Tahun  2018  tentang
Pedoman  Penyusunan  Angg€iran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Tahun  Anggaran  2019  (Berjta  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2017  Nomor 701);

43.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  79  Tahun  2018  tentang
Badan  Layanan  Umum  Daerah  (Berita  Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor  1213);

44.   Peraturan  Daerah  Kabupatcn  Karawang  Nomor   14  Tahun  2016
tentang Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Karawang  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Karawang  Tahun  2016
Nomor  14);

45.   Peraturan   Daerah   Kabupat(in   Karawang   Nomor   1   Tahun   2017
tentang     Pengelolaan     Keu€mgan     Daerah     (Lembaran     Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor  1);



46.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor   17  Tahun  2018
tentang    Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja    Daerah    Tahun
Anggaran  2019  (Lembaran   Daerah  Kabupaten  Karawang  Tahun
2018 Nomor  17);

47.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor  ....  Tahun  2019
tentang  Perubahan  Anggar€in   Pendapatan   dan  Belanja  Daerah
Tahun Anggaran 2019;

MBMUTUSKA]V :

Menetapkan   :     PERATURAN      BUPATI      TENTdENG      PENJARARAN      PERUBAIIAN
ANcOARAN     PBNDAPATAN     DAN     BBLAN.A     DAERAII     TAHUN
ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2019 semula bl3rjumlah
bertambah sejumlah Rp.173.814.603.919,00 sehingga menjadi
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula  berjumlah
bertambah sejumlah Rp.  144.398.093.057,82 sehingga menjadi
dengan rincian sebagai berikut :

1.   Pendapatan   :
a.   Pendapatan Asli Daerah
b.  Dana perimbangan
c.   Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Jumlah Pendapatan

2,   Belanja :

a.   Belanja Tidak Langsung
1)      Belanjapegawai
2)      BelanjaHibah
3)     Belanja Bantuan sosial
4)      BelanjaBagi Hasfl
4)      Belanja Bantuan Keuangan
6)      BelanjaTidak Terduga

Rp.   4.646.965.354.749,00

Rp.   4.820.779.958.668,00

Rp.   4.833.276.336.126,00

Rp.   4.977.674.429.183,82

Rp.1.359.135.747.661,00

Rp. 2.253.435.084.700,00
Rp.1.208.159.126.307,00  (+)

Rp.   4.820.779.958.668,00

Rp.        1.609.612.071.764,00
Rp.              69.113.075.000,00
Rp.               51).511.200.000,00

Rp.            164.809.336.575,00
Rp.           52`).666.042.795,00
Rp.                  I.338.848.503,00  (+)

Jumlah Belanja Tidak Langsung

b.   Belanja Langsung
I)      Belanjapegawal
2)     BelanjaBarangdan Jasa
3)      BelanjaModal

Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja

Rp. 2.425.050.574.636,00

Rp.            19!3.684.664.391,00

Rp.        1.57€5.649.680.784,82

Rp

Surplus/(Defisit)

77`7.289.509.372,00,00  (+ )

Rp. 2.552.623.854.547,82

Rp  4.977.674.429.183,82

Rp.      (156.894.470.515,82)



3.   Pembiayaan :
a.   Penerimaan
b.   Pengeluaran

Rp.     168.8€t4.470.515,82
Rp.        12.0('0.000.000,00  (-)

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaari

Rp.     156.894.470.515,82

Rp. 0,00

Pasal 2
Uraian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal  1,  tercantum dalam Lampiran
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :
1.      Lampiran I         Ringkasan perubahan penjab€iran APBD;
2.     Lampiran ll       Ringkasan     Penjabaran     Perubahan     APBD     menurut     Urusan

Pemerintahan   Daerah,   Organisasi,   Program,   Kegiatan,   Kelompok
Jenis,     Obyek,      Rincian      Obyek     Pendapatan,     Belanja     dan
Pembiayaann;

3.      Lampiran Ill      Daftar Nama, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang diterima;
4.     Lampiran Iv      Daftar  Nama,  Alamat  dan  Hesaran  Alokasi  Bantuan  Sosial  yang

diterima.

Pa8al 3
Pelaksanaan   penjabaran   Perubahan   APBD   yang   ditetapkan   dalani   Peraturan   ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat
daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kab upaten Karawang.

Ditetapkan di  Karawang
p,adaap`ggal 2e  aE€.l®.  209

BUpAT`I\ RAWANG,

Diundangkan  di  Karawang
pada tanggal  a.  .Et.to. 2Or.

fiiS-ETARgs DABRAH KABUPATBN
~,~''         ````       RARAWANG,

`J<,/,,                                                           `-           `

+ JAMHURI

CHADIANA

BERITA   DAERAH   KABUPATEN   KARAWANG  TAHUN   2019
NOMOR:     3.        .


